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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan kinerja triwulan 3 Tahun 2025 

dapat diselesaikan.  

Tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya, yang sangat jauh 

dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu. 

Akhir kata kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya 

untuk mewujudkan konsistensi kami dalam pencapaian kinerja dan melakukan 

evaluasi secara berkala sehingga daerah Kabupaten Luwu Timur lebih baik di masa 

yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. 

 

Malili, 02 Januari 2026 
 

 SEKRETARIS BADAN, 

  
 
 
 

DARMAWANTI, SH. 

Pangkat :Pembina Tk.I 
Nip. 19690713 200312 2 001 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) mewajibkan setiap 

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis 

yang ditetapkan masing-masing Instansi. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  disampaikan 

dalam bentuk Laporan  Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan 

sasaran  yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan 

sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja , sehingga dapat dilakukan 

perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.  

Penyusunan Laporan  Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini 

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik 

(good governance) di Indonesia. 

Penyusunan Laporan Kinerja  mempunyai maksud dan tujuan sebagai 

berikut: 

 

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara 

tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah dan seharusnya 

dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan 

b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka 

mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang 

Maksud 

Latar Belakang 
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didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  

 

 

Adapun tujuan penyusunan Laporan  Kinerja ini adalah: 

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Luwu Timur. 

b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja 

instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. 

c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Luwu Timur. 

d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan 

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 PERJANJIAN KINERJA 

 

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan 

tujuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan 

pelayanan. 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki 

oleh instansi.  

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan 

komitmen karena akan menentukan keberhasilan  kegiatan yang telah direncanakan. 

Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan 

sasaran pada kegiatan  pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin 

dicapai. 

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini sekretaris  kepada atasan 

langsung dalam hal ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 

mewujudkan target kinerja tahun berjalan.  

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 

2025 - 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 

menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai 

pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam 

dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025 

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 sebagaimana 

Tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL 

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

I Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran yang 

memadai 

Persentase pemenuhan penunjang 

urusan pemerintah daerah 

kabupaten/kota 

100% 

1. Tersedianya dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang tersusun tepat 

waktu 

Persentase penyusunan dokumen 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

tepat waktu 

100% 

2. Tersedianya laporan keuangan 

perangkat daerah 

Persentase administrasi keuangan yang 

terselenggara dengan baik 

100% 

3. Terlaksananya administrasi dan 

penatausahaan barang milik daerah 

pada perangkat daerah 

Persentase BMD yang diadministrasikan 

sesuai standar 

100% 

4. Terlaksananya administrasi 

kepegawaian perangkat daerah 

Persentase rata-rata capaian kinerja 

administrasi kepegawaian perangkat 

daerah 

100% 

5. Terlaksananya administrasi umum 

perangkat daerah 

Persentase rata-rata capaian kinerja 

administrasi umum perangkat daerah 

100% 

6. Terpenuhinya kebutuhan barang milik 

daerah penunjang urusan pemeritahan 

daerah 

Persentase BMD perangkat daerah 

penunjang yang terpenuhi 

100% 

7. Tersedianya jasa pendukung dan sarana 

penunjang urusan pemerintahan daerah 

Persentase rata-rata capaian kinerja jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah 

100% 

8. Tersedianya barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah 

siap pakai 

Persentase barang milik daerah penunjang 

pemerintahan yang terpelihara dengan 

baik 

100% 

 

 

BAB III 
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AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Akuntabilitas Kinerja  

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu 

kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi 

yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program 

kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.  

Pengkuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan 

yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan 

demi pencapaian good governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.  

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki 

proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan 

strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan 

akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa 

perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan 

Pengukuran capaian kinerja triwulan 4  merupakan pengukuran dan 

evaluasi terhadap pencapaian Sekretaris sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama. 

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam 

pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian 

dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan 

realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Sekretaris, dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel. 3 

Pengukuran Capaian  Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 
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Sekretaris  Triwulan IV Tahun 2025 

No Sasaran Program / 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan 

Triwulan 4 

Target Realisasi Capaian 

I Meningkatnya 

pelayanan administrasi 

perkantoran yang 
memadai 

Persentase pemenuhan 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 
kabupaten/kota 

100% 77,77% 97,22% 

1. Tersedianya dokumen 
perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja perangkat 
daerah yang tersusun 

tepat waktu 

Persentase penyusunan 
dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

tepat waktu 

100% 100% 100% 

2. Tersedianya laporan 
keuangan perangkat 

daerah 

Persentase administrasi 
keuangan yang 

terselenggara dengan baik 

100% 100% 100% 

3. Terlaksananya 

administrasi dan 

penatausahaan barang 
milik daerah pada 

perangkat daerah 

Persentase BMD yang 

diadministrasikan sesuai 

standar 

100% 100% 100% 

4. Terlaksananya 
administrasi kepegawaian 

perangkat daerah 

Persentase rata-rata capaian 
kinerja administrasi 

kepegawaian perangkat 
daerah 

100% 100% 100% 

5. Terlaksananya 

administrasi umum 
perangkat daerah 

Persentase rata-rata capaian 

kinerja administrasi umum 
perangkat daerah 

100% 100% 100% 

6. Terpenuhinya kebutuhan 

barang milik daerah 
penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

Persentase BMD perangkat 

daerah penunjang yang 
terpenuhi 

100% 77,77% 77,77% 

7. Tersedianya jasa 
pendukung dan sarana 

penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

Persentase rata-rata capaian 
kinerja jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

100% 100% 100% 

8. Tersedianya barang milik 

daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah siap 

pakai 

Persentase barang milik 

daerah penunjang 
pemerintahan yang 

terpelihara dengan baik 

100% 100% 100% 

 

 

  



LAPORAN  KINERJA  TRIWULAN 4 - 2025 

 

8 

 

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota 
 

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan administrasi 

perkantoran yang memadai. Indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan 

penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Target yang 

ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota untuk triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebesar 100% terealisasi 

sebesar 77,77%. Secara keseluruhan selama satu tahun capaian kinerja 

97,22%. 

Formulasi program : 

 

Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan X 

100 (Tw-n) 

= (100%+100%+100%+100%+100%+77,77%+100%+100%)  / 8 Kegiatan  

x 100% 

= 97,22% 

 

Program ini didukung 8 kegiatan, sebagai berikut :  

1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  
 

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat 

waktu.  Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah 

Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

tepat waktu. Triwulan 4 Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen 

perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target 100%,  yang 

meliputi 4 laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Kegiatan  

 

 

 

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu 

dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi X 100% (Tw-n) 

= 4 Dokumen / 4 Dokumen X 100% 

= 100% 
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Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan 

menggunakan formula sebagai berikut; 

1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
 

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan perangkat 

daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah 

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Pada 

triwulan 3 tahun 2025, terealisasi 100% dari target 100%. Capaian kinerja 

100%. Adapun dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dan disusun 

yaitu laporan keuangan bulanan meliputi laporan keuangan bulan Juli, 

Agustus, September, laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan 

tahun 2025 

Formula menghitung capaian kinerja adalah 

 

 

 

 

 

1.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

 

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi dan 

penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator 

kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah persentase BMD yang 

diadministrasikan sesuai standar. Pada triwulan 3 tahun 2025, terealisasi 

100% BMD yang administrasikan sesuai standar dari target 100%. Capaian 

kinerja 100%. 

  Formula menghitung capaian kinerja adalah 

 

 

 

 

Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dibagi Jumlah dokumen 

laporan keuangan yang disusun X 100% (Tw-n) 

= 4 dokumen / 4 dokumen X 100% 

= 100% 

Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang 

disusun dibagi Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah 

pada SKPD (Tw-n) 

= 1 laporan / 1 laporan X 100% 

= 100% 



LAPORAN  KINERJA  TRIWULAN 4 - 2025 

 

10 

 

1.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
 

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi kepegawaian 

perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan 

adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian 

perangkat daerah. Terealisasi 100% rata-rata capaian kinerja administrasi 

kepegawaian perangkat daerah dari target 100%.    

Formula menghitung capaian kinerja adalah 

 

 

 

 

1.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi umum 

perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan 

adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat 

daerah. Terealisasi 100% kinerja administrasi umum perangkat daerah dari 

target 100%. Capaian kinerja 100%. Capaian terhadap realisasi kinerja ini 

diukur berdasarkan capaian kinerja 7 sub kegiatan yang ditargetkan pada 

triwulan 3.  

Formula menghitung capaian kinerja adalah 

 

 

 

 

1.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Umum 
 

Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja untuk mengukur 

sasaran kegiatan adalah Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang 

terpenuhi. Terealisasi 77,77% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan dari terget kinerja 100%. Capaian terhadap realisasi 

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat 

daerah  dibagi jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah X 

100% (Tw-n) 

= (100% + 100%)  / 2 Sub Kegiatan x 100% 

=100% 
 

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah  dibagi 

jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah  100% (Tw-n) 

= (100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)  / 7 Sub Kegiatan X 100% 

= 100%  
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kinerja di ukur berdasarkan capaian kinerja 3 sub kegiatan yang ditargetkan 

pada triwulan 4. 

 Formula menghitung capaian kinerja adalah : 

 

 

 

 

 

1.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

Sasaran kegiatan adalah Tersedianya jasa pendukung dan sarana 

penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran 

kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah. Terealisasi 100% rata-rata capaian kinerja jasa penunjang 

urusan pemerintahan daerah dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Untuk 

mengukur capaian kinerja kegiatan ini, yaitu berasal dari capaian kinerja sub 

kegiatan pada triwulan 4 yang terdiri dari 3 sub kegiatan meliputi : capaian kinerja 

sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yaitu 100%; capaian kinerja sub 

kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yaitu 100%; 

capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu 100%. 

 Formula menghitung capaian kinerja adalah 

 

 

 

 

 

1.8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

 

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah siap pakai. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran 

kegiatan adalah Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang 

terpelihara dengan baik. Terealisasi 100% barang milik daerah yang terpelihara 

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan pengadaan 

barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  dibagi Jumlah 

seluruh sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah   X 100% (Tw-n) 

= 0% / 3 Sub Kegiatan x 100% 

= 0% 

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintahan daerah X 100% (Tw-n) 

= (100%+100%+100%)  / 3 Sub Kegiatan  X 100% 

= 100% 
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dengan baik dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Capaian kinerja kegiatan ini 

berasal dari capaian kinerja sub kegiatan yang ditargetkan kinerjanya pada triwulan 

4 berdasarkan rencana aksi meliputi : Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan dinas operasional 

atau lapangan yaitu 100%;  capaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan peralatan 

dan mesin lainnya yaitu 100%. Terealisasi 100% sesuai dengan target yang 

ditetapkan  yaitu   1 Gedung kantor dan bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi (Gedung Kantor Kesbangpol)  

Formula menghitung capaian kinerja adalah: 

 

 

 

 

 

B. Realisasi Anggaran 

Capaian realisasi anggaran triwulan 4 tahun 2025, Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3,610,971,297,- 

atau 95 %  dari pagu anggaran yaitu  Rp.  3,789,876,609,- 

 

NO PROGRAM/KEGIATAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 

TARGET TRIWULAN 

IV (BERDASARKAN 

ANGGARAN KAS) 

REALISASI ANGGARAN   S.D           

31 DESEMBER 2025 

TOTAL SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

01 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten / 

Kota 

3.789.876.609  
 3.789.876.609  

 

Rp3,610,971,297 
 

95 

 

178,905,312 

 

5 

1. 

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

   

67,975,803 

   

67,975,803 

   

61,281,024 

 

90 

   

6,694,774 

 

10 

1. 

Penyusunan dokumen 

Perencanaan Perangkat 

daerah 

   

36,802,500 

   

36,802,500 

   

34,428,124  
94   

   

2,374,376  

 

6 

2. 
Koordinasi dan penyusunan 

dokumen RKA-SKPD 

   

3.118.000 

   

3.118.000   

   

2,950,00   

 

95 

   

168,00  

 

5 

3. 
Koordinasi dan penyusunan 

DPA-SKPD 

   

2.637.500.  

   

2.637.500.   

   

2,534,500   

   

96   

   

103,000 

 

4 

4. 
Evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

   

25,417,803 

   

25,417,803  

   

21,368,400  

   

60,37   

   

7,903,153 

 

39,63 

 

2. 
Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

   

2,116,351,066  

   

2,116,351,066 

   

2,041,937,340 

 

96,5 
 

74,413,726 

 

3,5 

1. 
Penyediaan gaji dan 

tunjangan ASN 
       2,067,704,566  2,067,704,566 

   

1,999,487,640 

   

96,7 
68,216,926 

 

3,3 

2 
Koordinasi dan penyusunan 

laporan keuangan 

   

48,646,500 

   

48,646,500  

   

42,449,700 

   

87,3  

   

6,196,800  

 

12,7 

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah seluruh sub 

kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah X 100% (Tw-n) 
 

= (100%+100%) / 2 Sub Kegiatan x 100%  

= 100% 
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NO PROGRAM/KEGIATAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 

TARGET TRIWULAN 

IV (BERDASARKAN 

ANGGARAN KAS) 

REALISASI ANGGARAN   S.D           

31 DESEMBER 2025 

TOTAL SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD 

3. 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah 

               

13,054,000  

                    

13,054,0000  

                 

11,510,630 

 

88,2 

              

1,543,370  

 

11,8 

1. 
Penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD 

               

13,054,000  

                    

13,054,0000  

                 

11,510,630 

 

88,2 

              

1,543,370  

 

11,8 

4. 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

               

67,783,000  

                  

67,783,000 

                 

56,238,937 

 

83 

              

11,544,063 

 

17 

1. 
Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

                

35,257,000  

                   

35,257,000 

                  

31,555,888 

 

89,5 

              

3,701,112 

 

10,9 

2. 

Bimbingan teknis 

implementasi peraturan 

perundang-undangan 

             

32,526,000 

                   

32,526,000 

                               

24,683,049    

 

75,9 

              

7,842,951  

 

24,1 

5. 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

             

545,911,740  

                  

545,911,740   
526,794,840  96,5 

            

19,116,900 

 

3,5 

1. 

Penyediaan komponen 

instalasi listrik / penerangan 

bangunan kantor 

 20.270.000  20,270,000 20,270,000  100 -  - 

2. 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

188.000.000  188.000.000  185,607,000 98,7 98,7 1,3 

3. 
Penyediaan bahan logistik 

kantor 

14,289,340  14,289,340  14,289,140 100 200 - 

4. 
Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 

13,390,000  13,390,000   13,037,260  97,4 352,740 3 

5. 

Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan 

 8.040.000   8.040.000  8,040,00  100 -  - 

6. Fasilitasi kunjungan tamu 
16,500,.000  16,500,000 14,460,000  87,6 2,040,000 12,4 

7. 

Penyelanggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

 285,422,400   285,422,400  271,090,740  95 14,331,660 5 

6. 

Pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

             

761,061,000  

                  

761,061,000 

                               

699,507,320  

 

91,9 
61,553,680  

 

8,1 

1 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasionalatau 

Lapangan 

638,196,000  638,196,000 583,159,000   91,4 55,037,000  8,6 

2 Pengadaan Mebel 
103,865,000  103,865,000 97,471,320   94 4,006,000  6 

3 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

 19.000.000   19.000.000  11,877,000  62,5 123.000  37,5 

4 
Pengadaan  Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

- - - - - - 

7. 
Penyediaan Jasa Penunjang 

urusan pemerintahan daerah 

             

96,770,000 

                  

96,770,000 

               

94,413,821  

 

97,6 

              

2,356,179 

 

2,4 

1. 
Penyediaan jasa surat 

menyurat 

 1.610.000   1.610.000  1,549,254  96,2 60,746  3,8 

2. 
Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

33,600,000 33,600,000  32,954,567 98,1 645,433 1,9 

3. 
Penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor 

 61.560.000   61.560.000   59,910,000  97,3 1,650,000 2,7 

8. 

Pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

               

120,970,000 

                  

120,970,000 

                 

119,287,385 

 

98,6 
              

1,682,615  

 

1,4 
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NO PROGRAM/KEGIATAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 

TARGET TRIWULAN 

IV (BERDASARKAN 

ANGGARAN KAS) 

REALISASI ANGGARAN   S.D           

31 DESEMBER 2025 

TOTAL SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

1. 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan 

perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

 24.000.000   24.000.000   23,523,585  98 476,415 2 

2. 
Pemeliharaan peralatan dan 

mesin lainnya 

37,970,000 37,970,000 36,954,800 97,3 1,015,200 2,7 

3. 

Pemeliharaan / rehabilitasi 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

46,000,000  46,000,000 45,893,000 99,8 107,000 0,2 

4. 

Pemeliharaan / rehabilitasi 

sarana dan prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

13,000,000 13,000,000 12,916,000 99,4 84,000 6 

 

TOTAL BELANJA 

 

3.789.876.609 

 

3.789.876.609 

Rp3,610,971,297  

95 

 

178,905,312 

 

5 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas 

kinerja diharuskan  bagi  setiap  instansi  pemerintah.   

Akuntabilitas  kinerja  adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja 

instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis besar, 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Triwulan 4 

Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Realisasi kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / 

kota triwulan 4 tahun 2025 yaitu 95%  

2. Realisasi anggaran sebesar 95% atau Rp. 1.835.714.774,-  

3. Berdasarkan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran menunjukan hal 

yang positif. Capaian kinerja dan anggaran tidak mencapai target yang 

ditetapkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.  
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia 

dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan  Kinerja Triwulan 3 pada 

sub bagian perencanaan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang 

capaian sasaran sub kegiatan  yang telah kami laksanakan dan disusun 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata terhadap 

pencapaian kinerja. 

Laporan  Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada 

Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk 

pertanggungawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi 

atas pencapaian kinerja serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang 

tercantum pada rencana stratetegis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 

2021-2026.  

Penyusunan Laporan  Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025 ini  masih 

banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan 

koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya 

laporan  ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih 

lanjut dari pimpinan. 

      
 Malili,  02 Januari 2026 

 Kasubag. Perencanaan dan Keuangan 
 

 

 

HERMAWATI, SE 
Pangkat: Penata Tk. I 
NIP. 19831018 201001 2 018 
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

BAB I PENDAHULUAN 
 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka 

dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan 

masing-masing Instansi. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  

disampaikan dalam bentuk Laporan  Kinerja yang merupakan laporan 

dalam mencapai tujuan sasaran  yang telah ditetapkan pada dokumen 

perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian 

kinerja , sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja 

di masa yang akan datang.  

Penyusunan Laporan  Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna 

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good 

governance) di Indonesia. 

Penyusunan Laporan Kinerja  mempunyai maksud dan tujuan sebagai 

berikut: 

 

 

a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur 

secara tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah 

dan seharusnya dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan 

Maksud 
 

Latar Belakang 
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b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam 

rangka mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara 

baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, 

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip 

good governance. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  

 

 

Adapun tujuan penyusunan Laporan  Kinerja ini adalah: 

a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Luwu Timur. 

b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan 

kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. 

c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Luwu Timur. 

d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur di dalam 

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

  

Tujuan 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 
 

 
 
 

 

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, 

sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 

sumber daya yang dimiliki oleh instansi.  

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, 

semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan  

kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi 

tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada 

kegiatan  pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin 

dicapai. 

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasubag 

perencanaan dan Keuangan  kepada atasan langsung dalam hal ini 

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan 

target kinerja tahun berjalan.  

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana 

strategis Tahun 2021 - 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing 

kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, 

kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025.  

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan dan 

keuangan Tahun 2025 sebagaimana Tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

 

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Tersusunnya dokumen 

perencanaan perangkat daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah 

3 Dokumen 

2. Tersedianya dokumen RKA-SKPD 

dan laporan hasil koordinasi 

penyusunan RKA-SKPD 

Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 

laporan hasil koordinasi 

penyusunan RKA-SKPD 

2 Dokumen 

3. Tersedianya dokumen DPA-SKPD 

dan laporan hasil koordinasi 

penyusunan DPA-SKPD 

Jumlah dokumen DPA-SKPD dan 

laporan hasil koordinasi 

penyusunan DPA-SKPD 

2 Dokumen 

4. Terlaksananya evaluasi kinerja 

perangkat daerah  

Jumlah laporan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

10 Laporan 

5. Tersediannya gaji dan 

tunjangan ASN 

Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan ASN 

24 

Orang/Bulan 

6. tersedianya laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD dan laporan koordinasi 

penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD 

Jumlah laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD dan laporan koordinasi 

penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD 

 

18 Dokumen 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu 

program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten 

Luwu Timur.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai 

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat 

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya 

untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah 

terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.  

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk 

memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan 

kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran 

kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak 

lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah 

yang dihadapi secara berkelanjutan 

Pengukuran capaian kinerja triwulan 4  merupakan pengukuran 

dan evaluasi terhadap pencapaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang 

telah disepakati bersama. 

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam 

pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 

capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan 

membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian 
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kinerja Sasaran Sub Bagian perencanaan dan keuangan, dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel. 3.1 

Pengukuran Capaian  Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 

Sub Bagian perencanaan dan keuangan Triwulan 4 Tahun 2025 

 

No 

 

Sasaran Sub Kegiatan 

 

Indikator Kinerja 
Sub Kegiatan 

Triwulan - 4 

Target Realisasi Capaian 
% 

1. Tersedianya dokumen 
perencanaan 
perangkat daerah yang 
disusun tepat waktu 

 

Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
disusun tepat waktu 

 

0 Dokumen 

 

0 Dokumen 

 

0% 

2. Tersedianya dokumen 
RKA-SKPD yang disusun 
tepat waktu 

Jumlah dokumen RKA-
SKPD yang disusun 
tepat waktu 
 

 

 

0 Dokumen 
 

0 Dokumen 

 

0% 

3. Tersedianya dokumen 
DPA-SKPD yang disusun 
tepat waktu 

Jumlah dokumen DPA-
SKPD yang disusun 
tepat waktu 

 

1 Dokumen 

 

1 Dokumen 

 

0% 

3. Tersedianya laporan 
kinerja perangkat 
daerah yang disusun 
tepat waktu 

Jumlah dokumen 
evaluasi kinerja 
pelayanan perangkat 
daerah yang disusun 
tepat waktu 

 

2 Laporan 

 

2 Laporan 

 

100% 

4. Terbayarnya gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah orang yang 
menerima gaji dan 
tunjangan ASN 

 

24 Org/Bln 

 

24 Org/Bln 

 

100% 

5. Tersusunnya laporan 
keuangan 
bulanan/triwulan/sem
esteran dan akhir 
tahun dengan baik 

Jumlah laporan 
keuangan 
bulanan/triwulan/sem
esteran SKPD dan 
laporan koordinasi 
penyusunan laporan 
keuangan 
bulanan/triwulan/sem
esteran SKPD 

 

4 Laporan 

 

4 Laporan 

 

100% 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 

1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
 

Tabel 3.2 
Capaian Kinerja Sub Kegiatan 

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 

2. Realisasi 0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 

3. Capaian 0% 100% 100% 0% 
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

 

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya dokumen 

perencanaan perangkat daerah. Pada triwulan 4 kinerja sub 

kegiatan ini tidak ditargetkan 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat 

waktu (Tw-n) 

Target Tw.4 = 0 Dokumen ; Realisasi Tw.4 = 0 Dokumen 

 

2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 
 

Tabel 3.3 
Capaian Kinerja  

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 

2. Realisasi 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 

3. Capaian 0% 100% 100% 0% 
 

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen RKA-

SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD. Pada 

triwulan 4 kinerja sub kegiatan ini tidak ditargetkan 
 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Tw-n) 

Target Tw.4 = 0 Dokumen;  Realisasi Tw.4 = 0 Dokumen 

 

 

 

3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 
 

Tabel 3.3 
Capaian Kinerja  

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 

2. Realisasi 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 

3. Capaian 100% 0% 0% 100% 
 

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen DPA-

SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD. Pada 

triwulan 4 ditargetkan 1 dokumen DPA yang tersedia, terealisasi 

1 dokumen DPA yaitu Dokumen DPPA Tahun 2025 dengan capaian kinerja 

100%. 
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Tw-n) 

Target Tw.4 = 1 Dokumen;  Realisasi Tw.4 = 1 Dokumen 
 

 

4. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

Tabel 3.4 
Capaian Kinerja  

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 

2. Realisasi 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 

3. Capaian 100% 100% 100% 100% 
 

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan evaluasi 

kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Pada triwulan 

4 ditargetkan 2 dokumen, dan terealisasi 2 dokumen yaitu :           

1 Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 3 Tahun 2025; dan 1 Laporan 

Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2025. Dengan capaian kinerja 

100% 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (Tw-n) 

Target Tw.4 = 2 Laporan; Realisasi Tw.4 = 2 Laporan 

 

5. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
 

Tabel 3.5 
Capaian Kinerja  

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 17 Orang/Bln 17 Orang/Bln 17 Orang/Bln 24 Orang/Bln 

2. Realisasi 17 Orang/Bln 17 Orang/Bln 17 Orang/Bln 24 Orang/Bln 

3. Capaian 100% 100% 100% 100% 
 

Sasaran sub kegiatan yaitu tersediannya gaji dan tunjangan 

ASN. Pada triwulan 4 ditargetkan 24 orang/bulan ASN yang menerima 

gaji dan tunjangan, terealisasi 24 orang ASN. Capaian kinerja 

100%. 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

 

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Tw-n) 
 

Target Tw.4 = 24 Org/Bln;   Realisasi Tw.4 = 24 Org/Bln 
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

 

 

 

6. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 

/ Triwulan / Semesteran 
 

Tabel 3.6 
Capaian Kinerja  

 

No Uraian Tw-1 Tw-2 Tw-3 Tw-4 

1. Target 5 laporan 4 laporan 5 laporan 4 laporan 

2. Realisasi 5 laporan 4 laporan 5 laporan 4 laporan 

3. Capaian 100% 100% 100% 100% 
 

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi 

penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. 

Pada triwulan 4 ditargetkan 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan 

atau capaian kinerja 100%. Adapun laporan tersebut yaitu 3 laporan 

keuangan bulanan; dan 1 laporan triwulan.  Capaian kinerja 100% 

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu : 

 

Jumlah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 
dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (tw-n) 
 

Target Tw.4 = 4 Laporan;   Realisasi Tw.4 = 4 Laporan 
 

 

Capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 

2025, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  sebesar             

Rp.   2,103,218,364 atau 96.29%. Berikut tabel capaian realisasi 

anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025. 

Tabel 3.7 

Realisasi Anggaran Triwulan-4  

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

NO 

PROGRAM 

/KEGIATAN 

JUMLAH 

ANGGARAN 

TARGET 

TRIWULAN IV 

(BERDASARKAN 

ANGGARAN KAS) 

REALISASI ANGGARAN   S.D        

31 DESEMBER 2025 

TOTAL SISA 

ANGGARAN PERMASALAHAN / KENDALA 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

01 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Kabupaten / 

Kota 

2,184,326,869 2,184,326,869 2,103,218,364 96.29 81,108,505 3.71   

1. 

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

67,975,803 67,975,803 61,281,024 90.15 6,694,779 9.85   
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

NO 

PROGRAM 

/KEGIATAN 

JUMLAH 

ANGGARAN 

TARGET 

TRIWULAN IV 

(BERDASARKAN 

ANGGARAN KAS) 

REALISASI ANGGARAN   S.D        

31 DESEMBER 2025 

TOTAL SISA 

ANGGARAN PERMASALAHAN / KENDALA 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

1. 

Penyusunan 

dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

daerah 

36,802,500 36,802,500 34,428,124 93.55 2,374,376 6.45 

Realisasi anggaran sebesar 

Rp34.428.124 atau 93,55% dari 

pagu Rp36.802.500, dengan sisa 

anggaran Rp2.374.236 berasal 

dari efisiensi belanja e-catalog 

dan perjalanan dinas. 

2. 

Koordinasi dan 

penyusunan 

dokumen RKA-

SKPD 

3,118,000 3,118,000 2,950,000 94.61 168,000 5.39 

Realisasi anggaran sebesar Rp 

2.950.000 atau 94,61%  dari pagu 

Rp 3.118.000, dengan sisa 

anggaran Rp. 168.000 berasal 

dari efisiensi belanja e-catalog  

3. 

Koordinasi dan 

penyusunan 

DPA-SKPD 

2,637,500 2,637,500 2,534,500 96.09 103,000 3.91 

Realisasi anggaran sebesar Rp 

2.534.500 atau 96,09%  dari pagu 

Rp 2.637.500, dengan sisa 

anggaran Rp. 103.000 berasal 

dari efisiensi belanja e-catalog  

4. 

Evaluasi kinerja 

perangkat 

daerah 

25,417,803 25,417,803 21,368,400 84.07 4,049,403 15.93 

Realisasi anggaran sebesar Rp 

21.368.400 atau 84,07% dari pagu 

Rp. 25.417.803, dengan sisa 

anggaran Rp. 4.049.403 berasal 

dari efisiensi belanja e-catalog 

dan perjalanan dinas. 

2. 

Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

2,116,351,066 2,116,351,066 2,041,937,340 96.48 74,413,726 3.52   

1. 

Penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN 

2,067,704,566 2,067,704,566 1,999,487,640 96.70 68,216,926 3.30 

Realisasi anggaran sebesar 

Rp1.999.487.640 atau 96,70% dari 

pagu Rp2.067.704.566, dengan 

sisa anggaran Rp. 68.216.926 

berasal dari mutasi dan promosi 

pegawai ke instansi lain serta 

penyesuaian data kepegawaian 

2 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

Bulanan/triwula

n/semesteran 

SKPD 

         

48,646,500  

         

48,646,500  

         

42,449,700  

         

87.26  

         

6,196,800  
12.74 

Realisasi anggaran sebesar Rp 

42.449.700 atau 87,26% dari pagu 

Rp. 48.646.500, dengan sisa 

anggaran Rp. 6.196.800 berasal 

dari efisiensi belanja e-catalog 

dan perjalanan dinas. 
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN – TW.4 - 2025 

BAB IV PENUTUP  
A. KESIMPULAN 
 

 Akuntabilitas  kinerja  adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan 

misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang 

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang 

disusun secara periodik.  

 Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pencapaian sasaran kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan 4 Tahun 2025 dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indicator kinerja            

sub bagian perencanaan dan keuangan mencapai target yang 

ditetapkan; 

2. Realisasi anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan  

berdasarkan pagu anggaran kas triwulan 4 tahun 2025 yaitu            

Rp 2,184,326,869 terealisasi sebesar Rp. 2,103,218,364 atau 

96,29%  

 



 

LAPORAN  

EVALUASI KINERJA  

TRIWULAN IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN 

KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA 

TAHUN ANGGARAN 2025 



 

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jallah karena berkat rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Triwulan IV Tahun 

2025 dapat diselesaikan dengan baik. 

 Dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini menyajikan laporan kinerja dan laporan 

keuangan berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai. Laporan ini memaparkan 

tentang maksud dan tujuan serta permasalahan dan harapan dari kegiatan ini. 

 Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya 

sempurna atau masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang 

sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan 

pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang. 

 

Malili, 31 Desember 2025 

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Agama, 

 

Pangkat/Gol : Pembina / IVa 

Nip. 197507192006041019 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang  

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban 

tersebut,  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan hubungan kerja dan bersinergi 

dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas terkait di Provinsi yang membidangi bidang 

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Politik 

Dalam Negeri dan Ormas serta Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan atau 

kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini 

pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap 

anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan.  

Laporan kinerja triwulan ke - IV Tahun 2025 pada Bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama ini merupakan 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian 

kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai  



 

 

dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui 

laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta 

permasalahan yang dihadapi. 

 

 

       Maksud dan tujuan dilaksanakan penyusunan laporan ini adalah :  

1. Memberikan gambaran akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan 

dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiata 

(output) sesuai dengan  target  yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat 

struktural. 

2. Memberikan data informasi dalam penyusunan laporan kinerja Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.  

3. Menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yakni pada triwulan IV Tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan 

kinerja / kesepakatan / perjanjian yang sangat penting antara 

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya 

yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah 

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya 

perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan 

terarah. Perjanjian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2025 memperjanjikan 2 (dua) Program yang meliputi 2 (dua) 

kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Terlaksananya  pemantapan dan 

pelaksanaan bidang ideologi 

pancasila dan karakter 

kebangsaan 

Persentase pelaksanaan penguatan 

ideologi Pancasila dan karakter 

kebangsaan  

100% 

1.1. Terlaksananya koordinasi di 

bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan , bhineka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan 

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di 

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter kebangsaan, 

pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal 

ika dan Sejarah kebangsaan 

30 Orang 

1.2 Terbentuknya pasukan pengibar 

bendera pusaka 

Jumlah paskibraka 70 Orang 



2.1. Terlaksananya pemantapan dan 

pelaksanaan bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya 

Persentase capaian pelaksanaan 

pembinaan dan pengembangan 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya  

100% 

2.1.1. Terlaksananya koordinasi 

dibidang ketahanan ekonomi, 

sosial budaya dan  budaya serta 

fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dan 

kerukunan umat beragama dan 

penghayat kepercayaan di 

daerah 

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di 

bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya 

dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di 

daerah 

 575 Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan atau 

kegagalan suatu program / kegiatan / sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan 

dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi 

Kabupaten Luwu Timur.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, 

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 

organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.  

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-

proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan 

kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan 

tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi secara berkelanjutan 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi 

terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. 

Berdasarkan evaluasi atas rencana aksi kinerja dan anggaran pada Triwulan IV 

Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 

 

Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan 

hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan 

yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian 

masyarakat itu sendiri. 



Sasaran program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan adalah 

meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan 

indikator program yaitu persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter 

kebangsaan. Dimana Target kinerja pada triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi 

sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, dengan formula indikatornya adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Adapun capaian program tersebut diperoleh sesuai dengan penguatan ideologi 

pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dimana untuk triwulan IV 

ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan telah terlaksana, yaitu pelaksanaan 

kegiatan rapat kerja bela negara dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) 

orang. 

Dalam Pelaksanaannya Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) 

sub kegiatan, yakni : 

 

Dengan indikator kinerja yaitu “Persentase pelaksanaan penguatan 

ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Pada Triwulan IV, ditargetkan 

100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Capaian tersebut 

diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan yakni pelaksanaan rapat kerja bela negara dan peringatan 

hari bela negara, Adapun formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 



 

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di 

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. 

Ditargetkan sebanyak 30 Orang dan terealisasi sebanyak 30 orang pada 

triwulan IV dengan pelaksanaan rapat kerja bela negara, sehingga capaian 

kinerja untuk triwulan IV sebesar 100%.  

Pelaksnaan Rapat Kerja Bela Negara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun formula untuk mengukur indikator ini adalah  :  

 

 

 

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan 

pengibar bendera pusaka. Dengan indikator kinerja yaitu jumlah 

paskibraka (orang).  

Berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan target kinerja 

untuk sub kegiatan ini telah tercapai pada triwulan III yakni terbentuknya  



 

pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, 

sehingga pada triwulan IV sudah tidak ada target yang ingin dicapai. 

Adapun formula untuk mengukur indikator ini adalah : 

 

 

 

 

 

Sasaran kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya. Dengan indikator persentase kebijakan dibidang 

ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan. Target kinerja pada 

triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerjanya sebesar 

100%, Adapun formula indikatornya adalah sebagai berikut : 

 

 

Dalam pelaksanaannya Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub 

kegiatan, sebagai berikut : 
 

 

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Target kinerja yaitu 

100%, terealisasi 100%. Adapun formula indikatornya adalah sebagai berikut 

 

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti 

koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi 



pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. 

Berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, pada triwulan IV 

tahun 2025 ditargetkan sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang mengikuti 

koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, dan terealisasi hanya 250 

orang disebabkan ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yakni 

kegiatan pertemuan tim terpadu P4GN, adapun formula untuk 

mengukur indikator sub kegiatan ini adalah :  

 

 

Berikut kegiatan sosialisasi P4GN dan Evaluasi program kerja forum kerukunan 

umat Beragama (FKUB) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capaian realisasi anggaran sampai pada triwulan IV tahun 2025, Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan 

anggaran kas sampai pada triwulan IV sebesar Rp. 2,219,631,800,- terealisasi sebesar Rp. 

2,111,523,531,- atau 95,13%. Berikut tabel capaian realisasi anggaran sampai pada 

triwulan IV tahun 2025

 

 

 

 

1. 

Pelaksanaan koordinasi dibidang 

wawasan kebangsaan , bela 

negara, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan 

              31,148,800,-  31,148,800,- 23,647,550,- 75,92 7,501,250,- 24,08  

2. Pembentukan Paskibraka 1,611,248,000,- 1,611,248,000,-  1,538,077,531,- 95,46 73,170,469,- 4,54  

 

 



 

1. 

Pelaksanaan koordinasi dibidang 

ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya dan fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat 

kepercayaan di daerah 

           577,235,000,-            577,235,000,- 549,798,450,- 95,25 27,436,550,- 0,63  

 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan target anggaran sampai 

pada triwulan IV terealisasi sebesar 2,111,523,531,- atau sekitar 95,13%, dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Pada sub kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan bela 

negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan capaian realisasi keuangan hanya 

sebesar 75,92% dikarenakan kegiatan peringatan hari bela negara dilakukan secara 

sederhana sehingga anggaran belanja cetak spanduk dan sewa sound system tidak 

terealisasi. 

2. Pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka, realisasi keuangan Rp. 1,538,077,531,- 

atau 95,46% dari target anggaran triwulan IV sebesar Rp. 1,611,248,000,- terdapat 

sisa anggaran sebesar Rp. 73,170,469,- disebabkan sisa penawaran beberapa 

pembelanjaan e-catalog dan beberapa belanja yang sifatnya disediakan seperti 

perjalanan dinas, sewa kendaraan bermotor penumpang dan sewa hotel. 

3.    Pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, realisasi keuangan sebesar 

Rp. 549,798,450,- atau sekitar 95,25% dari target anggaran pada triwulan IV sebesar 

Rp. 577,235,000,-, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27,436,550,- ini disebabkan 

sisa penawaran dari beberapa pembelanjaan e-catalog dan beberapa belanja yang 

tidak terlaksana dan belanja yang sifatnya disediakan seperti perjalanan dinas dan 

sewa kendaraan bermotor penumpang.…… 

  



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas kinerja diharuskan  

bagi  setiap  instansi  pemerintah.   

Akuntabilitas  kinerja  adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi 

dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis 

besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Triwulan 

IV Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Capaian indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan terealisasi sebesar 100% pada triwulan IV; 

2. Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya terealisasi sebesar 100% pada triwulan IV; 

3. Dari sisi  pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan 

bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan agama pada 

triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 2,111,523,531,- atau 95,13% berdasarkan 

anggaran kas dan anggaran tahunan. 

  

4.  

  



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Jl. Soekarno – Hatta, Desa Puncak Indah  

M A L I L I, 92981   

 

            Malili, 29 Desember 2025

     

Nomor  : 200.1.2.4 / 540 / Bakesbangpol 

Sifat  : Biasa    

   Lampiran : -         

Hal  : Undangan  

   

Yth.    Para Staf Bidang Ideologi, Wasbang, Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Agama 
Masing - masing 

di- 
Tempat 
 

Sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan RKPD pada Triwulan IV Tahun 

Anggaran 2025, maka dengan ini saudara diundang untuk rapat evaluasi yang akan 

dilaksanakan pada : 

Hari / Tanggal      : Selasa, 30 Desember 2025 

Pukul        : 09.30 Wita - Selesai 

Tempat       : Ruang Kerja Bidang Ideologi dan Wasbang 

 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Agama 

 

 

                                                                           I DEWA PUTU ALIT S.S.Sos.,M.Si 

 Pangkat : Pembina Tk. I 
 NIP. 19750719 200604 1 019 
 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981 

email : kesbangterpadu@gmail.com 

NOTULEN 

 

Rapat  :  Evaluasi Internal Triwulan IV 

Hari / Tanggal :  Selasa, 30 Desember 2025 

Waktu :  Pukul 09.30 Wita – Selesai 

Tempat :  Ruang Kerja Bidang Ideologi dan Wasbang 

Pimpinan Rapat :    Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial & 

Budaya 

 

Peserta Rapat : 1. Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Agama. 

  2. Para Staf  Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya dan Agama. 

 

Pembahasan : 1. Senantiasa Memanjatkan puji & syukur kehadirat Allah Azza Wa  Jallah. 

2. Menjaga kedisiplinan dan kebersihan setiap hari kerja. 

3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait data - data di 

bidang ideologi, wasbang, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan 

agama. 

4. Melakukan pengecekan terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan 

terkait realisasi anggaran dan realisasi kinerja serta memberikan 

penjelasan terkait anggaran yang masih tersisa dan kegiatan yang tidak 

dilaksanakan pada triwulan IV. 

 5. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk triwulan IV. 

 

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai bahan seperlunya. 

 

 

Pimpinan Rapat,  Notulis, 

 

 

 

I DEWA PUTU ALIT,S.Sos.,M.Si            EKA SUCIAWATI MUIS 

NIP.197507119 200604 1 019 NIP. 198807072025212048 

  



 

 

DOKUMENTASI 

EVALUASI TRIWULAN IV 

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA 
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LAPORAN EVALUASI 

TRIWULAN-4 

TAHUN 

2025 

 

 

 

 

 

BIDANG WASNAS DAN 

PENANGANAN KONFLIK 

BADAN KESATUAN BANGSA 

DAN POLITIK 



 
 

 

PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI 

ATAS KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK 

TRIWULAN 4 TAHUN 2025 

 

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik (Jabatan Eselon III) atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi 

yang disusun sebelumnya 

Informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami 

sebatas pada saran perbaikan yang diberikan. 

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan 

Berdasarkan hasil evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian 

informasi yang dilaporkan 

 

Malili, 05 Januari 2026 

 
Yang melakukan evaluasi 

Kepala Badan, 

 

 

 
SALAM LATIEF,S.H.,M.Si.,CGCAE 

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP. 19690403 198903 1 007 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah 

MALILI, 92981 

 



 
 

 

 

PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI 

ATAS KINERJA ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN 

PENANGANAN KONFLIK 

TRIWULAN 4 TAHUN 2025 

 
Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bidang 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang telah direncanakan 

berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya 

Informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami 

sebatas pada saran perbaikan yang diberikan. 

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang 

bersangkutan 

Berdasarkan hasil evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam 

penyajian informasi yang dilaporkan 

 

Malili, 05 Januari 2026 

 
Yang melakukan evaluasi 

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik 

 

 

 
HELENA,S.Sos 

Pangkat : Pembina 

NIP. 19681010 200901 2 003 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981 

email : kesbangpol.lutim@gmail.com 

 

mailto:kesbangpol.lutim@gmail.com
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial Triwulan 4 Tahun 

2025 dapat diselesaikan. 

Tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih 

ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya, yang 

sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu. 

Akhir kata kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam 

upaya untuk mewujudkan konsistensi kami dalam pencapaian kinerja dan 

melakukan evaluasi secara berkala sehingga daerah Kabupaten Luwu Timur 

lebih baik di masa yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang 

lebih sejahtera. 

 
Malili, 05 Januri 2026 

 
Kepala Bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penangan Konflik 

 
 

 
HELENA, S.Sos 

Pangkat : Pembina 

Nip 19681010 200901 2 003 
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1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang daerahnya terdiri 

dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan budaya, kemajemukan 

itu kadang menimbulkan perbedaan yang bisa mengakibatkan 

perpecahan antar masyarakat oleh sebab itu untuk menghindari 

terciptanya konflik dalam masyarakat, baik itu agama, mau pun suku 

etnis dalam daerah maka dibutuhkan pendeteksi dini kewaspadaan 

nasional untuk mengatasi terjadinya konflik sosial. Kewaspadaan Nasional 

yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia 

untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi 

pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi Ancaman, 

Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewaspadaan Nasional juga dapat 

diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang 

dibangun dari rasa peduli dan tanggungjawab seorang warga Negara 

terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dari suatu ancaman. Membahas Kewaspadaan Nasional 

tidak terlepas dari hubungannya dengan para digmanasional. 

Paradigma Nasional adalah polanasional yang digunakan dalam 

menjalankan sistem kehidupan nasional. Paradigma tersebut meliputi 

Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. 

Dalam Paradigma Nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa 

kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. 

Maka kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologis dan 

nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan 

sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta 

kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri. 

Negara Indonesia merupakan fakta sosial merupakan bangsa yang 

multicultural dengan sisi positif dan negatifnya. Untuk menjamin 

keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan serta kesejahteraan 

rakyat, dibutuhkan upaya upaya sinergis antar seluruh elemen bangsa. 

Terkait dengan hal itu, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan 
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nasional yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya 

pencegahan terhadap segala potensi ancaman. Kewaspadaan 

nasional yang dilandasi rasa nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli 

dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa terhadap kelangsungan. 

Kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewaspadaan nasional yang kuat 

dapat mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai bentuk 

potensi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Penguatan kewaspadaan nasional dapat dilakukan 

dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders; 

2. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan; 

3. Mengikis ego sectoral; 

4. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan 

menghormati kearifan local dalam memperkuat kewaspadaan 

nasional dalam kehidupan masyarakat; 

5. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum kemitraan 

pemerintah dengan mengikut sertakan Forkopimda, Polri, TNI, BIN, 

serta OPD terkait sebagai garda terdepan untuk menjaga 

kewaspadaan dini; 

6. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi 

pemerintah dan masyarakat. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Orang Asing dan 

Organisasi Asing secara umum mempunyai pengertian, Pengawasan 

terhadap Orang Asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta 

kegiatannya di wilayah. Sehingga diperlukan instrument hukum dan 

kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum 

yang dapat mengawasi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. 

Yang dimaksud dengan “orang asing” ialah orang bukan warga Negara 

Republik Indonesia. Ada 2 (dua) golongan Orang Asing di Indonesia yaitu: 

Orang Asing pendatang ialah mereka yang mendapat ijin masuk dengan 

memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang 

dikenal dengan tenaga asing pemegang visa dan Orang Asing penetap 

ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan di 

wajibkan  memperoleh  ijin  menetap  dengan  memperoleh  Surat 
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Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing 

atau tenaga asing domestik. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari 

sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem 

dari hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan 

melindungi berbagai kepentingan nasional, maka pemerintah Indonesia 

telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk 

dan keluar orang ke Indonesia. 

2. Landasan Hukum 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 

kewaspadaan dini di daerah, maka Peraturan Presiden nomor 67 

tahun 2013 tentang Koordinasi Intelegen daerah sebagaimana yang 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Komunitas Intelgen Daerah; 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5409) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan 

ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6660); 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemantauan orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing 

di Daerah. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asingdi Daerah 
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f. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 30/1-01/I/Tahun 2022 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, 

Organisasi masyarakat Asing dan tenaga Kerja Asing di Kabupaten 

Luwu Timur 

g. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 94/1-01/III/Tahun 2025 

tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan 

Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2025 yang 

ditandatangani bersama antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perjanjian kinerja, maka diperjanjikan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 

3 (tiga) sub kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu : 

Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III Bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025 
 

No Sasaran 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya kewaspadaan 

nasional dan peningkatan 

kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial 

Persentase capaian peningkatan 

kewaspadaan nasional dan peningkatan 

kualitas dan fasilitasi penanganan konflik 

sosial 

100% 

1.1. Terlaksananya pemantapan 

kewaspadaan nasioanal dan 

penanganan konflik sosial 

Persentase capaian pelaksanaan 

pemantapan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik social 

100% 

1.1.1. Terlaksananya koordinasi di 

bidang kewaspadaan dini, 

kerjas ama intelijen, 

pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing, dan 

Lembagaasing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta 

penanganan konflik didaerah 

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di 

bidang kewaspadaan dini, kerjas ama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing, dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 

serta penanganan konflik didaerah 

 

164 orang 

1.1.2. Terlaksananya monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di 

bidang kewaspadaan dini, 

kerjas ama intelijen, 

pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing, dan 

Lembagaasing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, 

fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta 

penanganan konflik didaerah 

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi 

dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, 

kerjas ama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar 

negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik 

didaerah 

4 Laporan 

1.1.3. Terlaksananya forum 

koordinasi pimpinan daerah 

kabupaten/kota 

Jumlah laporan hasil koordinasi pimpinan 

daerah kabupaten/kota 

4 

Dokumen 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu 

kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis 

suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur. 

Pengkuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan 

sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan 

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki 

kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good 

governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur 

telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke 

arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya. 

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk 

memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari 

perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, 

pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan 

tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas 

masalah yang dihadapi secara berkelanjutan 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran 

dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah 

disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target 

kinerja tertentu. 
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Tabel. 3 

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 
Triwulan - 4 

 

No Sasaran 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Triwulan 3 Tahun 2025 

Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 

kewaspadaan nasional 

dan peningkatan kualitas 

dan  fasilitasi 

penanganan konflik 

sosial 

Persentase capaian 

peningkatan 

kewaspadaan  nasional 

dan peningkatan kualitas 

dan  fasilitasi 

penanganan konflik 

sosial 

100% 100% 100% 

1.1. Terlaksananya 

pemantapan 

kewaspadaan nasioanal 

dan penanganan konflik 

sosial 

Persentase capaian 

pelaksanaan 

pemantapan 

kewaspadaan  nasional 

dan penanganan konflik 

social 

100% 100% 100% 

1.1.1. Terlaksananya koordinasi 

di bidang kewaspadaan 

dini, kerjas ama intelijen, 

pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing, 

dan Lembaga  asing, 

kewaspadaan 

perbatasan  antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang 

kewaspadaan,   serta 

penanganan konflik 

didaerah 

Jumlah orang   yang 

mengikuti koordinasi di 

bidang   kewaspadaan 

dini, kerjas ama intelijen, 

pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing, 

dan Lembaga  asing, 

kewaspadaan 

perbatasan  antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang 

kewaspadaan,   serta 

penanganan konflik 

didaerah 

 

 

 

 

52 Orang 

 

 

 

 

52 Orang 

 

 

 

 

100% 

1.1.2. Terlaksananya 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di  bidang 

kewaspadaan dini, kerjas 

ama   intelijen, 

pemantauan    orang 

asing, tenaga kerja asing, 

dan Lembaga    asing, 

kewaspadaan 

perbatasan     antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang 

kewaspadaan,   serta 

penanganan konflik 

didaerah 

Jumlah laporan   hasil 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan  di  bidang 

kewaspadaan dini, kerjas 

ama    intelijen, 

pemantauan    orang 

asing, tenaga kerja asing, 

dan Lembaga    asing, 

kewaspadaan 

perbatasan     antar 

negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang 

kewaspadaan,   serta 

penanganan konflik 

didaerah 

 

 

 

 

1 

Laporan 

 

 

 

 

1 

Laporan 

 

 

 

 

100% 

1.1.3. Terlaksananya forum 

koordinasi pimpinan 

daerah 

Jumlah orang yang 

mengikuti  koordinasi 

pimpinan daerah 

kabupaten/kota 

1 

Dokumen 
1 

Dokumen 

 

 

100% 
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1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

Jumlah kejadian dan konflik yang terselesaikan (Tw-n) dibagi jumlah kejadian 

dan konflik yang terdata (Tw-n) x 100% 

= 20/20 X 100% 

= 100% 

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Indikator kinerja program adalah Persentase capaian peningkatan 

kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial. Pada triwulan 4 ditargetkan 100%, dan 

terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. 

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan 

formula sebagai berikut : 
 

Berikut data kejadian dan konflik yang terdata dan tertangani 

pada periode bulan juli sampai dengan september 2025 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 

Data Kejadian dan Konflik 

Periode Oktober - Desember 2025 

 

 
N 

o 

 

 
Jenis 

Kejadian 

 

 
Tanggal 

 

 
Desa 

 

 
Kecam 

atan 

 

 
Uraian Kejadian 

Kerugian  

 
Tidak lanjut/ 

Solusi 

Materi 

al 

Korban 

Jiwa 

Korban 

Luka 

1 Korban 

Meninggal 

Dunia 

01 

Oktober 

2025 

Lampe 

nai 

Wotu Korban meninggal 

dunia akibat meminum 

racun atas nama Kardi 

- 1 

Orang 

- Jenasah telah 

diserahkan pada 

keluarga untuk 

dimakamkan 

2 Kebakaran 

Hutan 

02 

Oktober 

2025 

Puncak 

Indah 

Malili Peristiwa kebakaran 

hutan yang terjadi di 

Desa Puncak Indah 

- - - Api telah 

dipadamkan oleh 

personal 

Pemadam 

Kebakaran 
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N 

o 

 

 
Jenis 

Kejadian 

 

 
Tanggal 

 

 
Desa 

 

 
Kecam 

atan 

 

 
Uraian Kejadian 

Kerugian  

 
Tidak lanjut/ 

Solusi 

Materi 

al 

Korban 

Jiwa 

Korban 

Luka 

3 Aksi Unjuk 

Rasa 

07 

Oktober 

2025 

Puncak 

Indah 

Malili Aksi unjuk rasa oleh 

Aliansi Forum 

Komunikasi Masyarakat 

Kilo-kilo (FKMKK) terkait 

pemberdayaan 

tenaga kerja lokal 

- - - Telah dilakukan 

mediasi dan 

dilakukan 

pertemuan di 

Kantor Camat 

Malili 

4 Pengrusaka 

n Rumah 

07 

Oktober 

2025 

Lewonu Burau Aksi pengrusakan 

rumah di Desa Lewonu 

Kecamatan Burau 

5.000.0 

00 

- - Kejadian sudah 

ditangani 

pemerintah 

setempat dan 

Polsek Burau 

5 Kebakaran 

Lahan 

13 

Oktober 

2025 

Timamp 

u 

Towuti Kebakaran lahan di 

Dusun Bakara Desa 

Timampu 

- - - Api telah 

dipadamkan oleh 

personal 

pemadam 

kebakaran 

6 Pencurian 17 

Oktober 

2025 

Margo 

mulyo 

Tomoni 

Timur 

Aksi pencurian tabung 

gas elpiji 3 kg di Desa 

Margomulyo 

Kecamatan Tomoni 

Timur atas  nama 

korban Rahmiati 

16.500. 

000 

- - Kejadian sudah 

dilaporkan di 

Polsek Tomoni 

Timur dan pelaku 

telah tertangkap 

7 Aksi Unjuk 

Rasa 

(Demo) 

20 

Oktober 

2025 

Puncak 

Indah 

Malili Aksi unjuk rasa oleh 

Aliansi Masyarakat 

Luwu Timur di Kantor 

DPRD terkait tuntutan 

permasalahan lahan 

Perkebunan sawit di 

Desa Kasintuwu 

- - - Telah dilakukan 

mediasi dan akan 

dilakukan 

pengawasan 

berdasarkan 

kesepakatan 

antara para aksi 

dan DPRD 

8 Bencana 

Alam 

Kebakaran 

03 

Novemb 

er 2025 

Cenda 

na 

Hitam 

Tomoni 

Timur 

Bencana alam 

kebakaran rumah milik 

Kadek Naksa di Desa 

Cendana Hitam 

150.00 

0.000 

- - Beberapa benda 

yang terbakar 

antara lain 

peralatan rumah 

tangga, alat 

elektronik, 

sertifikat rumah 

dan tanah 

beserta rumah 

9 Bencana 

Alam 

Kebakaran 

05 

Novemb 

er 2025 

Kertora 

harjo 

Tomoni 

Timur 

Peristiwa kebakaran 

parkiran mobil milik Putu 

Rijasa di Desa 

Kertoraharjo akibat sisa 

sesajen 

15.000. 

000 

- - Api telah 

dipadamkan oleh 

personal 

Pemadam 

Kebakaran 

10 Penganiay 

aan 

10 

Novemb 

er 2025 

Non 

Blok 

Kalaen 

a 

Penganiayaan 

terhadap  Untung 

Amben oleh Semel di 

Desa Non  Blok 

Kecamatan Kalaena 

- - 1 

Orang 

Telah ditangani 

oleh Pemerintah 

Desa dan 

selanjutnya 

dilaporkan pada 

Subsektor Kalaena 
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N 

o 

 

 
Jenis 

Kejadian 

 

 
Tanggal 

 

 
Desa 

 

 
Kecam 

atan 

 

 
Uraian Kejadian 

Kerugian  

 
Tidak lanjut/ 

Solusi 

Materi 

al 

Korban 

Jiwa 

Korban 

Luka 

11 Pencurian 21 

Novemb 

er 2025 

Bayond 

o 

Tomoni Pencurian buah sawit 

milik PTPN Bayondo 

oleh Saparuddin 

2.500.0 

00 

- - Telah dilaporkan 

pada pihak 

berwajib dan 

pelaku telah 

diamankan di 

Polsek 

Mangkutana 

12 Penganiay 

aan 

11 

Desembe 

r 2025 

Mulyasri Tomoni Penganiayaan 

menggunakan senjata 

tajam terhadap Jusriadi 

oleh Pelaku Ipan di 

Desa Mulyasri 

- - 1 

Orang 

Kejadian telah 

ditangani pihak 

Kepolisian dan 

korban sudah 

dibawa ke Rumah 

Sakit untuk 

dilakukan 

pengobatan 

13 Pencabula 

n 

12 

Desembe 

r 2025 

Rante 

Mario 

Tomoni Pencabulan terhadap 

anak dibawah umur 

oleh pelaku Reyhan 

Rabir di Desa Rante 

Mario 

- - - Peristiwa telah 

dilaporkan pada 

Pemerintah 

setempat dan 

pelaku tekah 

dilaporkan pada 

pihak berwajib 

14 Pencabula 

n 

12 

Desembe 

r 2025 

Kalaen 

a 

Wotu Pencabulan terhadap 

anak dibawah umur 

oleh pelaku Tajuddin di 

Desa Kalaena 

- - - Peristiwa telah 

dilaporkan pada 

Pemerintah 

setempat dan 

pelaku tekah 

dilaporkan pada 

pihak berwajib 

15 Pencurian 15 

Desembe 

r 2025 

Mulyasri Tomoni Aksi pencurian unag 

Tabungan di Sekolah 

SDN 170 Mulyasri 

1.000.0 

00 

- - Pihak Sekolah 

telah melaporkan 

kejadian tersebut 

pada pihak 

Kepolisian 

16 Aksi Unjuk 

Rasa 

(Demo) 

25 

Desembe 

r 2025 

Kasintu 

wu 

Mangk 

utana 

Aksi unjuk rasa oleh 

Sekelompok 

Masyarakat terhadap 

PT.SMS terkait aktivitas 

Perusahaan agar 

dihentikan 

- - - Telah dilakukan 

meiasi dan 

kesepakatan 

akan dilakukan 

pertemuuan di 

Polsek 

Mangkutana 

17 Korban 

Meninggal 

Dunia 

25 

Desembe 

r 202 

Mahalo 

na 

Towuti Korban   meninggal 

dunia akibat 

kecelakaan kerja saat 

pembuatan saluran air 

- 1 

Orang 

- Jenasah telah 

diserahkan pada 

keluarga untuk 

dimakamkan 

18 Korban 

Meninggal 

Dunia 

29 

Desembe 

r 2025 

Margo 

mulyo 

Tomoni 

Timur 

Korban Meninggal 

dunia akibat tersengat 

Listrik atas nama Ryan 

Pratama di Desa 

Margomulyo 

- 1 

Orang 

- Jenasah telah 

diserahkan pada 

keluarga untuk 

dimakamkan 



 

 

 

 
N 

o 

 

 
Jenis 

Kejadian 

 

 
Tanggal 

 

 
Desa 

 

 
Kecam 

atan 

 

 
Uraian Kejadian 

Kerugian  

 
Tidak lanjut/ 

Solusi 

Materi 

al 

Korban 

Jiwa 

Korban 

Luka 

19 Kekerasan 

Terhadap 

Anak 

29 

Desembe 

r 2025 

Sumber 

Alam 

Tomoni Tindak pidana 

kekerasan terhadap 

anak dibawah umur 

oleh pelaku Kahar di 

Desa Sumber Alam 

- - 1 

Orang 

Pelaku telah 

dilaporkan pada 

pihak Kepolisian 

dan korban telah 

dibawah ke 

Puskesmas untuk 

dilakukan visum 

20 Bencana 

Alam 

Kebakaran 

29 

Desembe 

r 2025 

Arolipu Wotu Peristiwa kebakaran 

Pembangunan lantai 2 

IGD RSUD I Lagaligo 

300.00 

0.000 

- - Api telah 

dipadamkan oleh 

personil 

Pemadam 

Kebakaran 

Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, 

sebagai berikut 

 

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan 

pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. 

Dengan target kinerja 100%, terealisasi 100% atau capaian 100%. 

Kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan 

konflik sosial yang direncanakan pada triwulan 4 sebanyak 3 kegiatan 

dan yang terealisasi 3 kegiatan. Adapun kegiatan pemantapan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dilaksanakan di 

triwulan 3 yaitu: 

1. Terlaksananya pemantauan kondisi keamanan dan ketertiban 

dilingkungan Masyarakat 

2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaporan keberadaan 

orang asing 

3. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Tim Kewaspadaan Dini 

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut : 

 Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 

Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang 

dilaksanakan (Tw-n) dibagi Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik social yang direncanakan (Tw-n) x 100% 

= 3/ 3 X 100% 

= 100% 



 

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Tw-n) 

Target Tw.4= 1 laporan, Realisasi Tw.4= 1 Laporan 

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (Tw-n) 

 
Target = 52 Orang , Realisasi = 52 Orang 

2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasaan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

 

 

Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti 

koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Pada 

Triwulan 4 ditargetkan 52 orang yang mengikuti rapat koordinasi, 

terealisasi 52 orang atau capaian 100%. 

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula : 
 

 

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah laporan hasil monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di 

daerah. Ditargetkan 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan 

atau capaian kinerja 100%. Sub kegiatan diukur dengan 

menggunakan formula : 

1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasaan antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 



 

Jumlah dokumen hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tw-n) 

Target Tw.4= 1 dokumen, Realisasi Tw.4= 1 dokumen 

3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil kegiatan 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ditargetkan 1 (satu) dokumen 

dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau capaian kinerja 100%. Sub 

kegiatan diukur dengan menggunakan formula : 
 

B. Realisasi Anggaran 

Capaian realisasi anggaran triwulan 4 tahun 2025, bidang 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial berdasarkan 

anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp. 1.432.799.600,- terealisasi 

sebesar Rp. 1.367.084.200,- atau 95,41%. Berikut table capaian realisasi 

anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025. 

Tabel 3. 

Realisasi Anggaran Triwulan 4 Tahun 2025 
 

 

 
NO 

 

 
PROGRAM/KEGIATAN 

 

 
JUMLAH ANGGARAN 

 
TARGET SD TRIWULAN 4 

(BERDASARKAN 
ANGGARAN KAS) 

 
REALISASI ANGGARAN S.D 

31 DESEMBER 2025 

 
TOTAL SISA 

ANGGARAN 

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 

 
 

 
06 

Program 
peningkatan 

kewaspadaan 
nasional dan 
peningkatan kualitas 
dan fasilitasi 
penanganan konflik 
sosial 

 
 

 
1.432.799.600 

 
 

 
1.432.799.600 

 
 

 
1.367.084.200 

 
 

 
95,41 

 
 

 
65.715.400 

 
 

 
4,59 

 
 

 

1. 

Perumusan 

kebijakan teknis dan 

pelaksanaan 

pemantapan 
kewaspadaan 

nasional dan 

penanganan konflik 
sosial 

 
 

 

1.432.799.600 

 
 

 

1.432.799.600 

 
 

 

1.367.084.200 

 
 

 

95,41 

 
 

 

65.715.400 

 
 

 

4,59 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

Pelaksanaan 
koordinasi dibidang 
kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, 

pemantauan orang 

asing, tenaga kerja 
asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan 

perbatasan antar 
negara, fasilitasi 

kelembagaan 

bidang 
kewaspadaan, serta 

penanganan konflik 

didaerah 

 
 
 
 
 
 

 
180.427.600 

 
 
 
 
 
 

 
180.427.600 

 
 
 
 
 
 

 
176.675.200 

 
 
 
 
 
 

 
97,92 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.752.400 

 
 
 
 
 
 

 
2,08 



 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

Pelaksanaan 

monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 

dibidang 

kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, 

pemantauan orang 

asing, tenaga kerja 
asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan 

perbatasan antar 

negara, fasilitasi 
kelembagaan 

bidang 

kewaspadaan, serta 
penanganan konflik 

didaerah 

 
 
 
 
 
 
 

 
29.784.500 

 
 
 
 
 
 
 

 
29.784.500 

 
 
 
 
 
 
 

 
29.770.500 

 
 
 
 
 
 
 

 
99,95 

 
 
 
 
 
 
 

 
14.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
0,01 

 
 
 
 
 

 

3. 

 
 
 
 

 
Pelaksanaan forum 
koordinasi pimpinan 

daerah 

 
 
 
 
 

 

1.222.587.500 

 
 
 
 
 

 

1.222.587.500 

 
 
 
 
 

 

1.160.638.500 

 
 
 
 
 

 

94,93 

 
 
 
 
 

 

61.949.000 

 
 
 
 
 

 

5,07 

TOTAL BELANJA 1.432.799.600 1.432.799.600 1.367.084.200 95,42 65.715.400 4,59 

 

Anggaran yang disediakan tidak terealisasi 100% dikarenakan : 

1. Belanja mobilitas anggota Forkopimda untuk kegiatan luar daerah 

telah dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan 

anggaran 2025 dan anggaran ini sifatnya disediakan. 



 

 

 

 
 

 

A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan 

akuntabiltas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target 

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah 

yang disusun secara periodik. Secara garis besar, berdasarkan hasil 

evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Triwulan 4 Tahun 2025 dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indikator kinerja bidang 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mencapai target 

yang ditetapkan atau 100%. 

2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian 

realisasi keuangan bidang kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sampai triwulan 4 tahun 2025 sebesar 95,41% 

berdasarkan anggaran kas atau sebesar Rp. 1.367.084.200,- dari 

pagu sampai triwulan 4 yaitu Rp. 1.432.799.600,-. 

B. Saran. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja bidang kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik ke depan, maka ada beberapa 

langkah yang akan dilakukan, secara umum, antara lain : 

1. Akan melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan 

target yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas; 

2. Akan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

internal. 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel 

Email No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981 

kesbangpol.lutim@gmail.com 
 

Malili, 05 Januari 2026 

 
Nomor : / /Bakesbangpol 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Undangan Evaluasi Triwulan 4 T.A 2025 

 

Yth. Analis Forum Wasnas dan Staf Bid.Wasnas 

di 

Tempat 

 

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan 

Triwulan 4 pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini 

saudara diundang untuk rapat evaluasi yang akan dilaksanakan pada : 

Hari/tanggal : Senin, 05 Januari 2026 

Waktu : 09.00 wita 

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terima kasih. 

 

 
Kepala Bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik 

 

 

 

HELENA,S.Sos 
Nip. 19681010 200901 2 003 

mailto:kesbangpol.lutim@gmail.com


 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel 

No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981 

Email:kesbangpol.lutim@gmail.com 
 

 

DAFTAR HADIR 

 
Hari : Senin 

Tanggal : 05 Januari 2026 

Waktu : 09.00 wita - Selesai 

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik 

Kegiatan: Monev Internal Triwulan 4 Tahun 2025 
 

 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1 Helena,S.Sos Kepala Bidang 
 

2 Netty Andi Piawa,SE Staf 
 

 
3 

 
Israwati,S.Sos 

 
Staf 

 

4 Kusnadi Kuddus,S.I.kom Staf 
 

5 
   

 

Malili, 05 Januari 2026 

Kepala Bidang Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik 

 

 

 

HELENA,S.Sos 

Nip. 19681010 200901 2 003 

mailto:kesbangpol.lutim@gmail.com


 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel 

No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981 

Email:kesbangpol.lutim@gmail.com 
 

 

NOTULEN 

 
Rapat : Internal Triwulan 4 

Hari / Tanggal : Senin, 05 Januari 2026 

Waktu : 09.00 wita - Selesai 

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik 

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

 
Peserta Rapat : Staf Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pembahasan : 1. Senantiasa memanjatkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

2. Meningkatkan disiplin kerja dan menjaga kebersihan 

3. Saling berbagi informasi 

3. Memperhatikan kegiatan yang akan dilaksanakan di 

triwulan berikutnya 

4. Bertanggung jawab dengan Tupoksi masing-masing staf 

5. Melaksanakan tugas yang telah dibagikan oleh Kepala 

Bidang dan melaporkannya 

6. Memperhatikan kegiatan 

 

 
Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dilaksanakan. 

 

 
Pimpinan Rapat, Notulis, 

 

 

 
HELENA,S.Sos ISRAWATI,S.Sos 

NIP. 19681010 200901 2 003 NI PPPK. 19861206 202521 2 038 

mailto:kesbangpol.lutim@gmail.com


 

RAPAT EVALUASI TRIWULAN 4 

HARI SENIN TANGGAL 05 JANUARI 2026 
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